
NOMOR69

BERITADAERAH
KABUPATENMAJALENGKA

PERATURANBUPATIMAJALENGKA

NOMOR 66 TAHUN 2020

TENTANG

TAHUN2020

PERUBAHANKELIMAATASPERATURANBUPATIMAJALENGKA
NOMOR46 TAHUN2019 TENTANGPENJABARANANGGARANPENDAPATAN

DANBELANJADAERAHKABUPATENMAJALENGKA
TAHUNANGGARAN2020

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa sehubungan dengan terbitnya Peraturan
Gubernur Jawa Barat Nomor 42 Tahun 2020 tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Jawa
Barat Nomor 79 Tahun 2019 ten tang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 yang disampaikan kepada Pemerintah
Kabupaten Majalengka setelah Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 ditetapkan,
maka kiranya perlu dilakukan penyesuaian program
dan kegiatan dalam Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun
Anggaran 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a serta sesuai ketentuan Romawi
V angka 9 dan angka 28 Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan
Bupati Majalengka Nomor 46 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Be1anja Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2020.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang 2
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2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor4438);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor5495);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor5679);

11. Undang-Undang 3
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11. Undang-Undang Nornor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nornor292, Tambahan Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nornor5601);

12. Peraturan Pernerintah Nornor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Republik
Indonesia Tahun 2000 Nornor210, Tambahan Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nornor4028);

13. Peraturan Pernerintah Nornor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Urnurn
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nornor 48, Tambahan Lernbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pernerintah Nornor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Pernerintah Nornor
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Urnurn (Lernbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nornor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nornor5340);

14. Peraturan Pernerintah Nornor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor4575);

15. Peraturan Pernerintah Nornor 56 Tahun 2005 tentang
Sistern Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pernerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pernerintah Nornor 56 Tahun 2005
tentang Sistern Informasi Keuangan Daerah (Lernbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nornor 110,
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor
5155);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan KineIja Instansi Pernerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lernbaran Negara Republik
Indonesia Nornor4614);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang NegarajDaerah (Lernbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nornor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4738);

18. Peraturan Pernerintah Nornor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lernbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18),
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor
4972) sebagaimana telah diubah beberapa ka1i terakhir
dengan Peraturan Pernerintah Nornor 1 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pernerintah
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan
Kepada Partai Politik (Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nornor6177);

19. Peraturan Pernerintah 19

I



4

19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tarnbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor5272);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik NegarajDaerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tarnbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Be1anja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 57, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5864);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 ten tang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5950);

26. Peraturan Pemerintah 5
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26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penye1enggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6057);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6206);

30. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai
Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

31. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

32. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Penge101aan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

33. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

34. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan BarangjJasa Milik Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

35. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang
Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun
Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor257);

36. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor310);

37. Peraturan Menteri 6

I



6

37. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 450) sebagaimana te1ah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor
99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas
Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1560);

38. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 754);

39. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

40. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
547);

41. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 62 Tahun 2017
tentang PengelompokanKemampuan Keuangan Daerah,
Serta Pe1aksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1067);

42. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 630);

43. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

44. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 33 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 701);

45. Peraturan Gubemur Jawa Barat Nomor42 Tahun 2020
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubemur
Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2019 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2020 Nomor42);

46. Peraturan Daerah 7
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46. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8
Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majalengka
(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005
Nomor 8 sen E);

47. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5
Tahun 2009 ten tang Penyertaan Modal Pemerintah
Kabupaten Majalengka Kepada Koperasi dan Usaha
MOOo, Kedl dan Menengah Kabupaten Majalengka
(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009
Nomor 5);

48. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5
Tahun 2014 tentang Pembentukan Dana Cadangan
Investasi Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2014 Nomor 5);

49. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);

50. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2017 Nomor 4);

51. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1
Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Kepada
Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Majalengka
(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018
Nomor 1);

52. Peraturan Daerah Kabupten Majalengka Nomor 14
Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2020
(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019
Nomor 14).

MEMUTUSKAN

PERATURANBUPATITENTANGPERUBAHANKELIMAATAS
PERATURANBUPATIMAJALENGKANOMOR46 TAHUN2019
TENTANG PENJABARANANGGARANPENDAPATANDAN
BELANJA DAERAH KABUPATENMAJALENGKATAHUN
ANGGARAN2020.

Pasal I 8
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Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Majalengka Nomor46 Tahun 2019
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah Kabupaten
MajalengkaTahun Anggaran 2020 (Berita Oaerah Kabupaten MajalengkaTahun
2019 Nomor 46) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Bupati Majalengka Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perubahan
Keempat Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 46 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah Kabupaten Majalengka
Tahun Anggaran 2020 (Berita Oaerah Kabupaten Majalengka Tahun 2020
Nomor 61), diubah sebagai berikut:

1. Oiantara Pasal 10 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal IE yang
berbunyi sebagai berikut:

PasallE

adalah sebagai berikut:

Rp. 3.262.724.310.023,83
Rp. (25.750.494.525,00)

Perubahan Penjabaran APBOTahun Anggaran 2020

1. Pendapatan
a. Semula
b. Bertambah (Berkurang)
Jumlah Pendapatan setelah
perubahan

Rp. 3.236.973.815.498,83

Rp. 3.314.994.832.132,62
Rp. (25.750.494.525,00)

2. Belanja
a. Semula
b. Bertambah (Berkurang)
Jumlah Belanja setelah perubahan
Surplus / (Oefisit)setelah perubahan

3. Pembiayaan
a. Penerimaan
1)Semula
2) Bertambah (berkurang)
Jumlah Penerimaan setelah
Perubahan

Rp.
Rp.

55.270.522.108,79
0,00

Rp. 3.289.244.337.607,62
Rp. (52.270.522.108,79)

Rp. 55.270.522.108,79

b. Pengeluaran
1)Semula Rp. 6.000.000.000,00
2)Bertambah (berkurang) Rp. (3.000.000.000,00)
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp.
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp.
Sisa Lebih pembiayaan setelah perubahan Rp.

3.000.000.000,00
52.270.522.108,79

0,00

2. Oiantara Pasal20 dan Pasal3 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal2E yang
berbunyi sebagai berikut:

Pasal2E

Ringkasan Perubahan Penjabaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal IB
dirinci lebih lanjut pada Lampiran I.E dan I.f Peraturan Bupati ini.

3. Oiantara 9
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3. Diantara Pasal3D dan Pasal4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal3E yang
berbunyi sebagai berikut:

Pasal3E

Perubahan Penjabaran APBDsebagaimana dimaksud dalam Pasal IE adalah
memuat perubahan dan penyesuaian target pendapatan daerah,
pengurangan belanja daerah, pergeseran anggaran dan penyesuaian
programfkegiatan sehubungan dengan terbitnya Peraturan Gubernur Jawa
Barat Nomor 42 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan
Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, yang dirinci lebih
lanjut dalam Lampiran II.E Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 2 Juli 2020

BUPATIMAJALENGKA,

ttd

KARNASOBAHI

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 2 Juli 2020

SEKRETARISDAERAH
KABUPATENMAJALENGKA'

ttd

EMANSUHERMAN

BERITADAERAHKABUPATENMAJALENGKATAHUN2020 NOMOR69

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALABAGIANHUKUM
SEKRETARIATDAERAHKABUPATENMAJALENGKA,

~

t DEDE SUPENANURBAHAR
NIP 19651225 1985 03 1 003
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